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ABSTRAK

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan
merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran
wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah

ah memunculkan

dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daer
paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan,

memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan

masyarakat. Dalam upaya pemekaran wilayah tersebut harus memenuhi persyaratan
diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007

dasar, teknis dan administratif sebagaimana
bersifat antisipatif terhadap kelemahan-kelemahan di masa lalu dan
Jandasan hukum untuk melikuidasi penggabungan

yang dibuat lebih
otonomi daerah.

~ adanya usaha untuk mencari
 daerah yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan

- Otonomi Daerah
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Berdasarkan uraian
pada bab-
ab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik

s

& kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut

| Pemekaran wilayah telah m
enjadi kecenderungan  hampir seluruh daerah i
Indonesia Sesuai dengan am
al
wat UUD 1945 bahwa pemenintah daerah berwenang
untuk mengatur dan men
un
gurus sendiri urusan pemerntahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan P
pe embenan otonomi luas kepada daerah drarahkan untuk

mpercepat terwuy
mempercepa judnya kesejahteraan masyarakat melalw peningkatan pelayanan,

Pﬂﬂbﬂdﬂyaﬁn dan peran serta masyarakat Dalam upaya pemekaran wilayah tersebut

Juga harus memenuh1 persyaratan dasar, tekms dan admimstrauf sebagaimana datur

dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 pasal 22 dan pasal 23 Perlu digans bawahi bahwa

UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015

konsep lebih bagus dalam memberikan

dan UU Nomor 9 Tahun 2015 memilik:

kewenangan kepada pemerintah daerah

an otonomi daerah, pemenntah pus

an untuk menilal sejauhmana

Dalam penyelenggara at melakukan berbagai
pemerintah daerah dengan fju

‘pengawasan terhadap
ggaraan pemermtahan sesuai fungs!

laksanakan ketentuan penyelen
am undang-undang Dengan lah
t dilakukannya

wrnya PP

jenangannya vang telah diatur dal

Tahun 2007 tidak dimak sudkan untuk menghambe

ersebut dibuat lebih
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dan

Dalam men
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mengurus gendirt urusan pemer ntahan
F"’“““""' Pemenntahan dacrah
ungan dengan pemerintah pusat e

otonomt  scluas-luasnya untuk  mengatur

berdasarkan asas otonomi dan  tugas

dalam menyelenggarakan urusan pcmcunlahsu\

i dengan pemenntahan daerah

memiliki hub
. ~ |mnnya yang melipuu hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
| tan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya

erintah bak melalut diskusi, dulog

| yang intenstf dan pem
un berdasarkan empat (4) pilar,

ahwa negar Indonesia dibang
?_ 1945, Negara Kesatuan Republik
Pemekaran wilaysh hans memperhatikan

Indonesia (NKRI) dan
nilar-mia
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